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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021 R

!
s
TENTANG | | -
PERUBAHAN LAMPIRAN HURUF A PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN
2020 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANT AN BARAT

Menimbang . a. bahwa sesueu ketentuan Pasal 54 dan Pasa} 55 eraturd
_ Pemermtah Nomor 12 Tahun 20_1_9 f‘tentang’f engel

‘Standar Akuntans1 Pemermtahan serta két' n_u i1
2 ayat (2) Peraturan Menten Dalam_ Negem '

'A Peraturan Gubernur Nomor. -_93 Ta_hu
Kode Rekenmg Anggaran Pendapat' 1
Daerah * Provinsi: Kahmantan Barat-j;i
2021, RERRUN et Ry

Mengingat ¢ 1. Pasal 18 ayat (6) Undanngndang Da
Indonesna Tahun 1945 i

WARD HUKUM | PERANGKAT DAERAH | - - ASISTENT ] .-
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10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang':--"

Pembentukan  Daerah-Daerah  Otonom . Provinsi &
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan -

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara ..
Republik Indonesia Nomor 4285); '

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang T
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk -
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, ’I‘ambahan Lembaran'-
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang SRR
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan SR
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunf__; R
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubilk S

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Pemmbangan' o

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan -

Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk L

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak.- e b
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara = &
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan"f_._-' S
Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2009 Nomor_' R

5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang e
Pemerintahan Daerah (Lembau‘an Negara Repubhk:."-_'_-_': i
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran "
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5587) =
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhar s
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentarlg G
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Iridonesia Tahun =
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk S

Indonesia. Nomor 6573);

Peraturan’ Pemermtah Nomor 71 ’I‘ahun 2010 tentang'_j_._._- S
Standar Akuntansi . Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor. 123; Tambahan_f-_-__ﬁ Gt

Lembaran Negara Repubhl{ Indonesm Nomor 5165)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang'_
Pembinaan = dan Pengawasan Penyelenggmaanfﬁ

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk; i
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran';; e

Negara Republik Indonesia Nomor 604 1), A

KARO HUKUM
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan = .

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Bérita Negara-
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan -Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor =
1447); )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 -
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara BE

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 S

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daelah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun- 2020 Nomor o

1781); :
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708'

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi _
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur: : e

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun = 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lémbaran. Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5 .

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan Barat_‘ e

Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 't'en't'émg |

Pembentukan dan Susunan Perangkar Daerah Provinsi 5
Kalimantan Barat {Lembaran- Daerah CProvinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomoz 8. Tambahan'ﬂ'

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) i

sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali dan
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 i

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan: Daerah Nomor = o
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembenmkan dan .o
Susunan Perangkat Daerah Provinsi- Kahmantan Barat - L
(Lembaran Daerah ‘Provinsi Kalimantan Barat ’I‘ahun':_':- Sl
2021 Nomor 5, Tambahan Lem’baran Daerah Prov1n31 S

Kalimantan Barat Nomor 5);
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20. Peraturan Gubernur Nomor 93 ’I‘ahun 2020 tentang Kede
Rekening Anggaran Pendapataﬁ dan Beianja Daerah
Provinsi Kahmantan Barat Tahun' Anggaran 2021 (Berzta crE

Daerah Provinsi Kahmantan Barat Tahun 2020 Nomor

a3),

MEMUTUSKAN: e |
Menetapkan ~ : PERUBAHAN LAMPIRAN HURUF A PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 93 TAHUN 2020 TEN’I‘ANG KODE REKENING
ANGGARAN . PENDAPATAN "DAN BELANJA DAERAH EE

PROVINSI KALIMANTAN BARAT T AHUN ANGGARAN 2021

- Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lamplran Humf A Peraturan Gubernur Nomor393_ Tahun:; =

2020 Tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan’ Belanja Dae

Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 diubah, ‘sehingga mengad1 sebagaiman

tercantum dalam Lamplrarz yang merupakan baglan tldak téfpi'sahkan__ dari
Peraturan Gubernur ini. . o i

o ?asal it

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada ta_nggal dlundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUHdangan'_:_Peratural'

Gubernur ini dengan penempatarx dalam Benta Daerah Provmsn Kahmaﬁtan'Barat

thetapkan d1 Pontianak
pada tanggal

fVGUBERNUR KALIMANTA EARA

Diundangkan di. Pontiana.k I
pada tanggal v ; M ég T 35‘

SEKRETARIS DAERAH
@/PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 5»

A. L. LEYSANDRI o e e
BERITA DAERAH PROVINST KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR /4




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN HURUF A PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

A. KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN ORGANISASI

NO

URUSAN

KODE ORGANISASI

NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH '

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BER.KAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1-1 |Pendidikan DINAS PENDIDIKAN DAN
i1-01 | 2-22 | 0-00| 01 KEBUDAYAAN PROVINSI
KALBAR
1:01 | 292 | 0-00 o1 0000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
UPT Teknologi Informasi dan
1-0112-22 1 0-001 01 | 0001 Komunikasi Pendidikan _
1-2 |Kesehatan DINAS KESEHATAN PROVINSI
1-02 | 0-00 | 0-00 | 01 KALBAR
1-02 | 0-00 | 0-00 01 0000 {Dinas Kesehatan .
1-02 | 0-00 | 0-00 01 0001 JUPT Pelatihan Kesehatan
1-02 | 0-00 | 0-00 01 | 0002 |UPT Laboratorium Kesehatan .
1-02 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0003 |UPT Pelayanan Kesehatan Paru -
UPT Kesehatan Kerja dan
- 0-00 -00 004 o :
1-02 0 01 0 Kesehatan Masvarakat - ..
1-02 | 0-00 | 0-00| o1 | o005 UPT Klinik Utama Sungai |
Bangkong .
102 | 0-00 ] 0-00 | o2 | oogo Rumah Sakit Umum Dae1ah dr
Soedarso
1-02 | 0-00 | 0-00 03 0000 |Rurnah Sakit Jiwa Provmsa
1-02 | 0-00 | 0-00 | 04 | 0000 Rumah Sakit wag Daerah Sungai .
Bangkong
1-3 Pekerjaan_ Umum dan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN_ '
Penataan Ruang 1-03 | 2-10 | 0-00 | 01 PENATAAN RUANG PROV"INSI

KALBAR ' -

1-03 | 2-10 | 0-00 o1 0000 Dinas Peker_}aan Umum dgn
Penataan Ruang S
DINAS PERUMAHAN RAKYAT

1-04 {1 0-00 | 0-00 | 0O1 DAN ‘KAWASAN PERMUKIMAN =
PROVINSI KALBAR :

1-04 | 0-00 1 0-00 | o1 | o000 Dinas Perumahan Rakyat cian : 5 B
Kawasan Permukiman: 3 '

1-4 |Perumahan Rakyat DINAS PERUMAHAN RAKYAT
dan Kawasan 1-04 | 0-00 | 0-00| 0O1 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Permukiman |PROVINSI KALBAR :

1-04 | 0-00 | 0-00 | o1 | 0000 Dinas Perurnahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman:

1-5 [Ketentraman, - SATUAN POLISI }’AMONG PRAJA
Ketertiban dan 1-05 | 0-00 | 0-00 | 01 PROVINSI KALEAR .
Perlindungan 1-05 | 0-00 | 0-00 01 0000 |Satuan Polisi Pamong Praja -
Masyarakat BADAN PENANGGULANGAN

1-05 | 0-00 | 0-00 02 BENCANA DAERAH- PROVINSI
KALBAR o :
1-05 | 0-00 | 0-00 | oz | o0oo0 Badan Penanggulangan Bencana B
Daerah -
1.6 |Sosial DINAS SOSIAL PROV"INSI
1-06 § 0-00 i 000 | O1  |KALBAR o
1-06 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0000 |Dinas Sosial . . - e
UPT Panti Sosxai Rehabﬁitas; :
1-06 | 0-00 1 0-00 | 01 | 0001 Lanjut Usia Mulia Dharma = .
' |JUPT Panti Sosial Rehabilitasi = :
1-06 | 0-00 | 0-00 01 0002 Lanjit Usia Mustika Dharma.
1-06 | 0-00 | 0-00 01 | 0003 |UPT Panti Sosml Anak- '
KARG HUKUM PERANGKAT DAERAH ASISTEN | _SEKDA
i PEMRAKARSA




NO URUSAN KODE ORGANISASI

NOMENKLATUR PERANGKAT 1

. DAERAH -
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2-7 |[Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN

2-07 | 3-32 ] 0-00] 01

TRANSMIGRASI PROV!NSI
KALBAR -

2-07 { 3-32 | 0-00 01 {0000

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

2-07 | 3-32 § 0-00 01 § 0001

UPT Laboratorivum Kesehatan
Kerja

2-07 1 3-32 1 0-00 | 01 | 0002

UPT Latzhan Kerja Industri

2-07 | 3-32 | 0-00 | 01 | o003

UPT Latihan Kerja Industri
Entikong '

2-07 | 3-32 | 0-00 01 0004

UPT Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah I

2-07 | 3-32 | 0-00 | 01 | 0005

UPT Pengawasan Ketenagakez gaan
Wilayah I . Do

2-8 |Pemberdayaan
Perempuan dan

Perlindungan Anak 2-08 | 0-00 | 0-00 01

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN _ _
PERLINDUNGAN AN. AK
PROVINSI KALBAR '

2-08 | 0-00 | 0-00 ] 01 | 0000

Dinas Pemberdayaan Per’empuan
dan Perlindungan Analk

2-08 | 0-0 | 0-00 ] 01 | 0001

UPT. Perlindungan Perempuan
Dan Anak

2.9 |Pangan 2-09 | 0-00 | 0-00] O1I

DINAS KETAHANAN PANGAN _

2-09 | 0-00 | 0-00 01 | 0000

Dinas Ketahanan Pangan '

2-09 | 3-27 | 0-00 ] 01

DINAS PANGAN, PERTERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALBAR -

2-09 | 3-27 | 0-00 | 01 | 0000

Dinas Pangan,’ Peteznakan dan
Kesehatan Hewan . 1.0

2-10 |Pertanahan 4-01 | 2-10 | 0-00 01

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALBAR =~

4-01 { 2-10 { 0-00 01 10001

Biro Pemerintahan . ...

2-11 Lingkungan Hidup 2.11 | 328 | 0-00 | o1

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN' 2

KEHUTANAN PROVINSI KALBAR- 5

2-11 14 3-28 | 0-00 | 01 | 0000

Dinasg ngkungan deup dan
Kehutanan' &

2-12 (Administrasi
Kependudukan dan 2-12} 2-14 | 0-00 | 01
Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN I)AN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
KALBAR - '

2-12 1 2-14 } 0-00 | 01 | 0000

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil -

2-13 [Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa | 2-13 | 0-00 |- 0-00{ 01

~|pINAS PEMBERDAYAAN
|MASYARAKAT DAN DESA
|PROVINSI KALBAR

2-13 | 0-00 | 0-00 {. 01 | 0000

Dinas Pemberdayaan Masyarakat E
dan Desa '

2-14 |Pengendalian
Penduduk dan 2-12 | 2-14 | 0-00 | 01
Keluarga Berencana

DINAS KEPEﬁDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI

|KALBAR

2-12 | 2-14 | 0-00 01 | 0000

Dinas’ Kependudukan dan .
Pencatatan: Sipil B

2-15 |Perhubungan 2.15 | 0-00 | 0-00 | o1

DINAS PERHUBUNGAN

 IPROVINSI KALBAR

2-15 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0000

Dinas Perhubungan ..

2-16 |Komunikasi dan

DINAS KOMUNIKASI DAN

Informatika 2-16 | 2-20 | 2-21 01 INFORMATIKA PROVINSI
KALBAR" . :
2-16 | 220 | 2-21 01 0000 Dinas Komumkas1 dan :
. Informatika . '
KARG HUKUM PERANGKAT DAERAH - ASISTEN | SEKDA
PEMRAKARSA
- /V" 7‘/ f




NO URUSAN KODE ORGANISASI NOMENKLATUR PERANGKM_'

: . DAERAH :
2-17 |Koperasi, Usaha Kecil DINAS KOPERASI, USAHA KECIL '
dan Menengah 2-17{0-00) 000 | O1 DAN MENENGAH PROVINSI
KALBAR .
2-17 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
' Menengah
2-17 1 0-00 | 0-00 | 01 | 0001 |UPT Pelatihan Koperasi = .
2-18 |Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN
2-18 | 0-00 | 000 01 PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU PROVINSI KALBAR -
Dinas Penanaman Modal dan
2-18 | 0-00} 0-0¢ | 01 | 0000 Pelayanan Tei"p'adu Satu Pintu

2-19 |Kepemudaan dan DINAS KEPEMUDAAN,

Olahraga 2-19{ 3-26 | 0-00} O1 OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSIKALBAR =

2-19 | 3-26 | 0-00 | 01 | 0000 Dinas Kepemudaan Oiahraga dan
Pariwisata e

2-20 |Statistik DINAS KOMUNIKASI DAN
2-16 | 2-20 | 2-21| 01 INFORMATIKA PROVINSI :
KALBAR

2-16 | 2-20 | 2-21 01 0000 Dinas Komunikasi dan
Informatika

2-21 |Persandian DINAS KOMUNIKASI DAN
2-16 | 2.20 | 2-21 01 INFORMATIKA PROVINSI
KALBAR - . . .
2.16 | 2-20 | 2-21 01 01 Dinas Kommukagz dan o
Iriformatika - '

2-22 |Kebudayaan ' DINAS PENDIDIKAN DAN
1-01 | 2-22 | 0-00 01 KEBUDAYAAN PROVINSI
KALBAR - L
Dinas Pend1d1kan dan :
Kebudayaan -~ .
1-01 | 2-22 | 0-00 01 | 0002 {UPT Tdaman Budaya

1-01 | 2-22 1 0-00 |- 01 0003 JUPT Muséuin’

1-01 | 2-22 | G6-00 | 01 | Q0OO

- DINAS PERPUSTAKAAN DAN.
2-28 | 2-24 1 0-00 | 01 KEARSIPAN. PROVINSI KA_LBAR
2.23 | 2.24 | 000 | 01 | 0000 Dinas Perpus_ﬁakaan dan ;__--; e
Kearsipan

2-23 |Perpustakaan

DINAS PERPﬁSTAKAAN DAN
|KEARSIPAN PROVINSI KALBAR -

023 | 2-24 | 0-00 | 01 | 0000 Dinas Perpustakaan dan IR
Kearsipan :

2-24 |Kearsipan 2-23 1 2-24 | 0-00 | 01

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN .

3-25 |[Kelautan dan ' DINAS KELAUTAN DAN e
Perikanan 8-25 | 0-00 | 0-00 | o1 PERIKANAN PROVINSI KALBAR |
3-25 | 0-00 | 0-00 01 0000 {Dinas Kelautan dan Perikanan = -
395 | 0-00 | 0-00 | 01 | ooop |UPT Penerapan Mutu Hasil =~ :
Perikanan - e
UPT Perikanan Budxdaya A1r S
_ (Payau dan Laut - R
3-25 | 0-00 { 0-00 01 0003 |UPT Pelabuhan Perikanan

3-25 | 0-00 | 0-00 01 | 0002

3-26 |Pariwisata DINAS KEPEMUDAAN, :
2-19 | 3-26 | 0-00 01 OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI KALBAR : L
2-19 | 3-26 | 0-00| o1 | 0000 Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwigata -

3-27 |Pertanian DINAS PER’I‘ANIAN TANAMAN

3-27 ; 0-00 | 0-00 01 _' PANGAN ‘DAN HOLTIKULTURA
PROVINSI KALBAR

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortzkultma '

3-27 | 0-00 § 0-00{ 01 | 0000

KARD HUKUM PERANGKAT DAERAH ASISTEN SEXDA
] PEMRAKARSA
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' NOMENKLA’I‘UR PERANGKAT

NO URUSAN KODE ORGANISASI DAERAH

UPT Pengawasan dan Sertlﬁkasx ey
Benih L R

UPT Perimdungan Tanaman
|Pangan dan Hortikultura - ;
UPT Pembemhan 'I‘anaman e
Pangan . : L
UPT Baiau Bemh Induk
\Hortikultura == .0 :
UPT Pendzdzkan dan Peiat:han :
Pertanian = -

: DINAS PERKEBUNAN PROVINSI
3-27 O-QO 0-00 { 02  |kaLBAR -

3-27 | 0-00 | 0-00 ] 02 OOOG Dinas Perkebunan S
3-27 | 0-00 | 0-00| 02 | o001 UPT Pengawasan dan Sert1ﬁka31
Benih Perkebunan

3-27 1 0-00 | 0-00 { 01 | 0001

3-27 | 0-00 | 0-00 | 01 0002

3-27 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0003

3-27 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0004

3-27 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0005

DINAS TANAMAN PANGAN DAN

3-27 | 0-00 | 0-00| 03 _ HORTIKULTURA PROVINSI
: - |KALBAR L :
3-27 | 0-00 | 0-00 | 03 | oooo |Dinas Tanam?‘_“_ P _angaﬁ dan
. ~ Hortikultura =~ ]
3-27 | 0-00 | 0-00 | 03 | 0001 gi‘l;’enga\ygsfgn” dan.Ser.txﬁkam .

UPT Perhndunga_n Tanaman

8-27 | 0-00 1. 0-00 | 03 OOO‘? Pangan dan Hortikultura -

3.27 | 0-00 | 0-00 03 | oooa UPT Pemben;han Tanaman

. Panpan - '
. |DINAS PERKEBUNAN DAN
3-27 000 O-00| 04 L PETERNAKAN PROVINSI '

2.97 | 0-00 | 0-00 | 04 _OOOb Dmas Perkebunan dan.Peternakan BN

327 | 0-00 | 0-00 | 04 .| 000 1': UPT Pengawasan dan Sert1ﬁ1<a51 i
~ | - IBenih Perkebunan i ¢ r. salan
. |UPT Pelayanan Kesehatan Hewan Lo
3-27 | 0-00 | 0-00 | 04 . 0002 Kesehatan Masyalakat-i/étenner
T ' Idan Klinik Hewan o
= _ - |DINAS PANGAN, PERTERNAKAN ] S
2-09 | 3-27 | 000 01 | 5' DAN KESEHATAN. HEWAN |
e |~ |PROVINSIKALBAR . -
.09 3“:237 0-00 | 01 0000 |Pinas Pangan;. Petergakan dan
o "|Kesehatan Hewan .
_ _ - |UPT Pelayanan Kesehatan Hewan
2-09 | 3-27 | 0-00 | "0l | 0001 |Kesehatan Masyarakat. Vetermer
: .t " idan Klinik Hewan :
2-09 | 3-97 | 0-00 : o1 | 0002 {uPT. Pemb:bztan Ternak Dan
" | 7T |Pakan Terrak :

3-28 |Kehutanan | [DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN]|
2111928 1000].01 |  |KEHUTANAN PROVINSL KALBAR |
2-11 | 3-28 | 0-00 | 01 | 00OO" Dinas ngkqngan szup' an’ : e B
S - Kehutanan - : i
2.11 | 328 | 000 | 01 | 0001 UPT Kesatuan Pengeloiaan Huian t
R Wllayah Sambas

: _ e |UPT Késatuan: Pengeioaan Hutan-_- 1
- -28 - : ik
2-11 | 3-28 | 0-00 | 01 | 0002 Wﬂayah Bengkayang S

KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH ASISTENT | . SEKDA ]l
§ PEMRAKARSA
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NOMENKLATUR PERANGKA’I‘; '_ 1o

NO URUSAN KODE ZORIGANISAS:I. | PAERAH

UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan e
Wilayah Mempawah ©
UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan .
Wilayah Landak :
UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan
Wilayah Kubu Raya
UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan

2-11 | 3-28 | 0-00 | 01 | 0003

2-11 1 3-28 | 0-00 | 01 | 0004

2-11 ] 3-28 | 0-00 | 01 | 0005

2-11 | 3-28 | 0-00 | 01 | 0006

Wilayah Melawi
211 | 328 | 0-00 o1 | 0oo7 UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan
: Wilayah Kayong _ .
' UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan‘ .
2-11 1 3-28 | 0-00 01 10008 Wilayah Ketapang Utara . L

UPT Kesatuan: Pengeioaan Hutan s
Wilayah Ketapang Selatan .
UPT Kesatuan Pengefoaan Huten -
Wilayah Sekadau - o
UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan :
Wilayah Sanggau Barat - L
UPT Kesatuan. Pengeloaan Hutan -
Wilayah Sanggau Timur - I
UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan: Sl
Wilayah Sintang Timur &7 - o
UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan
Wilayah Sintang Utara S
UPT Kesatuan Pengeloaan: Hutan sl
|Wilayah Kapuas Hulu Utara
UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan - | ©
Wilayah Kapuas Huhi Timur (S
UPT Kesatuari Pengeloaan Hutan
Wilayah Kapuas Hulu Selatan . -

2-11 | 3-28 [ 0-00 | 01 | 0009

2-11 ] 3-28 } 0-00 | ©O1 | 0010

2-11 | 328 1 0-00] 01 |o0011

2-11| 3-28 | 0-00| 01 |0012

2-11 1 3-28 | 0-00 | 01 | 0013

2-11 1 3-28 | 0-00 | 01 |0014

2-11 | 3-28 {1 0-00 |- 01 '} 0015

2-11 ] 3-28 | 0-00 | 01 | 0016

2-11 | 3-28 | 0-00 | 01 | 0017

3-29 jEnergi dan Sumber o - {DINAS ENERGI DAN SUMBER
Daya Mineral 3-29 | 0-00 | 0-00 { 01 e DAYA' MKNERAL PROVINSI
|KALBAR AR
3.29 | 0-00 | 0-001 01 | o000 Dinas Energ1 dan Sumber Daya . P R
Mineral: : L

- IDINAS PERENDUSTRIAN S
- PERDAGANGAN ENERGI DAN
| |SUMBER DAYA MINERAL
_ |provINSIKALBAR |
Dinas Perindustrian, Pe1dagangan SEE
3-29 | 3-30 | 3-31 | 01 | 0000 Energ1 dan Sumber Daya Mmeral L

3-29 | 3-30 | 3-31 | 01

3-30 |Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN i

: - |PERDAGANGAN, ENERGI DAN AR
8-29 | 3-30| 331 o1 |SUMBER DAYA MINERAL
- IPROVINSI KALBAR - S
Dinasg Permdustrzan Perdagangan, R
3-29 § 3-30 | 3-31 01 10000 Energ1 dan Sumbez Daya Mmeral

3.29 | 3.30 | 3-31 o1 O0.0i.' UPT Pengupan dan Sertzﬁkasz
. |Mutu'Barang S
_|DINAS PERINDUSTRIAN DAN . | o
3-31| 3-30 | 0-00 | 01 i -PERDAGANGAN movmsr-i:r;-}; % R
 '|IKALBAR - ]
Dinas Permdustrzan dan
Perdagangan - SR S
UPT Pengujian dan Serhfikam ceb i
Mutu Barang Lt

3-31 | 3-30 | 000! 01 | 0000

3-31 | 3-30 | 0-00 | 01 | Q002

KARG HUKUM | PERANGKAT DAERAH ASISTENT SEKDA ]
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'DAERAH

3-31 |Perindustrian DINAS PERiNDUSTRIAN
PERDAGANGAN ENERGI DAN
8-29 | 3-30 ) 831 01 SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALBAR - .
Dinas Perindustrian, Perdagangan,
3-29 1 3-30 | 3-31 01 | 00CG0 |Energi dan Sumber Daya Mineral

DINAS PERINDUSTRIAN DAN _
3-31{ 3-30 | 0-00; 0O1 PERDAGANGAN PROVINSI
KALBAR

Dinas Perindustrian Dan _
Perdagangan Provinsi Kalbar -

3-311 330 | 0-00! 01 | o001 UPT Industri Pangan Olahaﬂ dan .
Kemasan - :

3-31 | 3-30 { 0-00 | O1 | 0000

3-32 |Transmigrasi DINAS ’I‘ENAGA KERJA DAN
2-07 | 3-32 | 000} 0O1 TRANSMIGRASI PROVINSI -
KALBAR :
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi :

2-07 | 3-32 1 0-00 | 01 | 0000

UNSUR PENDUKUNG

4-1 |Sekretariat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH '

4-01 | 2-10 | 0-00 | 01 PROVINSI KALBAR .
4-01 | 2-10 | 0-00 | 01 | 0000 |Sekretariat Daerah °
4-01 1 2-10 | 0-00 01 | 0001 [Biro Pemerintahan
4-01 1 2-10 ] 0-00 | 01 | 0002 |Biro Hukum = - S
4-01 | 2-10 1 0-00 | 01 | 0003 |Biro Kesejahteraan Rakyat .. ..
4-01 4§ 2-10 § 0-00 | 01 | 0004 |Biro Perekonomian ™ 27 - .
4-01 { 2-10 1 0-00 | 01 | 0005 |Biro Administrasi Pembangunan -
4-01 | 2-10 | 0-00 | 01 | 0006 |Biro Organisasi .- :
4-01 1 2-10 ] 0-00 | 01 | 0007 |Biro Umum SREANIRIE
4-01 | 2-10 | 0-00 | O1 | 0008 [Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 5
4-01 | 2-10 | 0-00 | 01 | 0009 |Biro Administrasi Pimpinan

4-2 |Sekretariat DPRD 4-02 | 0-00 | 0.00| o1 . SEKRETARIA’P DPRD PROVINSZ

{KALBAR RN
4.02 | 0-00 | 0-00 01 0000 Sekretaraat DPRD
UNSUR PENUNJANG o
5-1 |[Perencanaan BADAN PERENCANAAN
5-01} 0-00 | 0-00 01 PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI KALBAR

Badan Perencanaan Pembangunan R
Daerah

5-01 | 0-00 | 0-00{ 01 | 0000

BADAN KEUAN GAN DAN ASET
IDAERAH PROVINSI KALBAR S A
5-02 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0000 |Badan Keuangan Dan Aset Daerah’
BADAN: PENDAPATAN DAERAH '
502000000 02 PROVINSI KALBAR .
5-02 { 0-00 | 0-00 | 02 | 0000 |Badan Pendapatan Daeaah ol
UPT Pelayanan Pendapatan f '
5-02 | 0-00 1. 0-00 | 02 | 0001 Daerah Pontianak Wilayah I
UPT Pelayanan Pendapatan = :
Daerah Wilayah Singkawang _'
UPT Pelayanan Pendapatan=. ... |
Daerah Wilayah Mempawah =~ /|
UPT Pelayanan Penciapatan-. o L B
Daerah Wilayah Sanggaw 0
UPT Peiayanan Pendapatan
Daerah- Walayah Smtang

5-2 |Keuangan 5.02 | 000 | 0-00| 01

5-02 | 0-00 | 0-00 | 02 | 0002

5-02 1 0-00 | 0-00 | 02 | 0003

5-02 | 0-00 | 0-00 | 02 0004

5-02 1 000 | 0-00 | 02 | 0005
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upt Pelayanan Pendapatan :
5-02 | 0-00 | 0-00 | 02 | 0006 Daerah Wilayali Putusibau
UPT Pelayanan Pendapatan
5-02 1 0-00 | 0-00 | 02 | 0007 Daerah Wilayah Ketapang _
5-3 |Kepegawaian BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5-0310-00 0-00 | 01 PROVINSI KALBAR
5-03 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0000 {Badan Kepegawaian Daerah
5-4 |[Pendidikan dan BADAN PENGEMBANGAN
Pelatihan 5-04 | 0-00 | 0-00 | 01 SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINISI KALBAR
5.04 | 0.00 | 0-00| 01 | oooo Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia :
5-5 |Penelitian dan BADAN PENELITIAN DAN
Pengembangan 505 0-00 | 0-00 | 01 PENGEMBANGAN PROV"INSI
KALBAR
5-05 | 0-00 | 0-00 o1 | 0000 Badan Penelitian dan |
Pengembangan . .
5-6 |Penghubung BADAN PENGHUBUNG PROV’!NSI
5-06 | 0-00 | 0-00| O1 KALBAR
5-06 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0000 |Badan Penghubung _

5-7 |Pengelolaan BADAN PENGELOLA =
Perbatasan $-07 | 0-00 | 0-00 | 01 PERBATASAN DAERAH -
Daerah PROVINSI KALBAR

) Badan Pengelola Peabatasan
507 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0000 Daerah Provinsi I{albar' S
UNSUR PENGAWASAN
6-1 |Inspektorat INSPEKTORAT PROVINSI
6-01; 0-00 | 0-00 | O1 KALBAR
6-01 | 000} 0-00 | 01 | 0000 Inspektorat
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM ' S R

8-1 |Kesatuan Bangsa dan BADAN KESATUAN BANGSA DAN B

Politik 8-0110-00 ) 0-00 | o1 POLITIK PROVINSI KALBAR o
8-01 1000|0001 01 | 0000 Badan- Kesatuan Bangsa dan
Politik - s

YGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, & |

M o




